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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulakan: 

Pertama, beberapa penyebab perceraian di Kab. Bima adalah 

perselisihan dan pertengkaran yang menjadi faktor tertinggi, kemudian 

meninggalkan salah satu pihak, KDRT, ekonomi, madat, judi, zina, kawin 

paksa, murtad, poligami, dihukum penjara, serta cacat fisik. Selain dari 

faktor yang dipaparkan, namun terdapat faktor penyebab lainnya sehingga 

menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yaitu gangguan dari pihak 

ketiga yang menjadi karena konflik perkawinan. Perceraian oleh pihak 

ketiga ini, yaitu adanya orang asing selain suami atau istri yang menjadi 

penyebab perceraian.  

Kedua, peranan pengadilan agama Bima  dalam menyikapi tingginya 

cerai gugat dan cerai talak yaitu sebelum memutus suatu perkara, majelis 

hakim terlebih dahulu wajib memberi nasihat kepada penggugat atau tergugat 

di dalam persidangan. Selain itu, hakim dalam menangani perkara perceraian 

harus memperhatikan secara khusus alasan-alasan yang dikemukakan oleh 

para pihak. Perceraian harus mempunyai dasar hukum untuk melanjutkan 

perceraian, tentu dalam hal ini sangat mendasar, apalagi pengadilan agama 

berwenang untuk memutuskan dapat atau tidaknya perceraian.  

Ketiga, penyelesaian suatu perkara yang muncul hendaknya harus 

bermuara pada aspek damai dan kerukunan yang menjadi tujuan setiap 
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pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Bima. Penyelesaian perkara secara 

damai dalam sistem pengadilan atau disebut juga penyelesaian sengketa 

melalui pengadilan telah lama dipraktikkan di Indonesia.  Pasal 130 HIR Jo. 

Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa jika pada hari yang ditentukan itu kedua 

belah pihak menghadap, kemudian pengadilan negeri, melalui campur tangan 

presiden, akan berusaha mendamaikan mereka. Jika kedamaian datang,  maka 

suatu undang-undang harus dibuat di mana kedua belah pihak terikat untuk 

menghormati kesepakatan yang dicapai.  Kewajiban hakim untuk 

mendamaikan para pihak kemudian diperkuat dengan mengintegrasikan 

proses mediasi ke dalam proses persidangan.  

5.2  Saran  

a. Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami faktor-faktor yang 

meningkatkan tuntutan hukum dan perceraian. Itu karena itu bisa menjadi 

pelajaran hidup keluarga. 

b. Bagi mahasiswa diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya 

tentang talak cerai.   
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